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PUTUSAN
Nomor 0643/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara :

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Pemohon".

melawan

Termohon umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka

sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

22 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa,

Nomor 0643/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2009 di hadapan Pejabat
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui Kabupaten
Pelalawan, Riau, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Nikah Nomor:
XXXxX tanggal 12 Maret 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga
terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai
anak:
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4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan
rukun dan harmonis namun sekitar sejak akhir tahun 2015, rumah tangga
dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan dan binatang;

4.2. Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang
isteri;

4.3. Tergugat sudah tidak lagi menghormati dan mendengarkan nasihat
Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.4. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya
terjadi pada Pertengahan Januari 2016, antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak sekamar dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti
layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tanggatersebut sudah sulituntuk dibina menjadi suatu rumah
tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini
dikabulkan;

8. Bahwa, kedua keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Riau, maka mohon kepada
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Riau,
untuk dicatat perceraiannya;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon)
dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapka Ikrar
Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan UKui
Kabupaten Pelalawan, Riau, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal
Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU
Apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir
dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah,
sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah
dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan
rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingatia tidak pernah hadir
di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukii
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas,
Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagagai berikut :

. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tngga,
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bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana
tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan
adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon, karenanya saksi kenal dengan
Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa benarantara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri namun
belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

- Bahwasepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon tersebut karena Termohon tidak mendengarkan nesehat dan
suka melawan Pemohon di samping itu juga karena masalah Pemohon
dengan Termohon belum mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah
Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon namun
tidak berhasil;

- Bahwasejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah
pisah ranjang dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami
istri.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Il. Saksi ll, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tangerang, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita
acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, karenanya saksi kenal dengan
Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa benarantara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri namun
belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

- Bahwasepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan
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Termohon tersebut karena Termohon tidak mendengarkan nesehat dan
suka melawan Pemohon;

- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah
Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon namun
tidak berhasil;

- Bahwasejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah
pisah ranjang dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami
istri.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang
untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon
sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan
Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1)
hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka
Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1)
dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975,
majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon
namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang
terus menerus yang sulituntuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan
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karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa  Termohon tidak dapat didengar tanggapan/
jawabannya dengan mengingat ia tidak pertnah datang mengahdap di muka
sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak
dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil dalii permohonan
Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan
dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas
nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4,5
dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang
berkedudukan hukum atau persona standi in judicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah
membenarkan dalil-dalii permohonan Pemohon. Namun demikian karena
perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi
keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk
mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh  Pemohon di
persidangan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan
ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi
dipersidangan dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan
keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain
serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim
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menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan
tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di
persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah
tangga sebagai suami isteri yang sah namun belum mempunyai keturunan
dan belum pernah bercerai;

- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa antara keduanya sejak awal tahun 2016 yang lalu telah pisah ranjang
yang hingga sekarang tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwarumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah
rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon
selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap
sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan
salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam
Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 229 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesunguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), 131 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhan talak
terhadap Termohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan
sidang Pengadilan Agama Tigaraksa,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara
permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasaran kepada
ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan
patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli
figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang artinya "Barang siapa yang
dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia
termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan Penetapan
Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa,;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

466.000,- (empat ratus enam puluh enamribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal
22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1437 H.
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri
dari Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H.
dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota yang sama, serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti,
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. lhsan, M.H. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti
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Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 375.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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